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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pendaftaran usaha kafe di Kabupaten Tulungagungdilakukan di Dinas 

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kabupaten Tulungagung. Alur pendaftaran usaha kafe yaitu (a) pelaku 

usaha datang ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung, lalu oleh petugas akan 

diberi list persyaratan yang harus dilengkapi. (b) setelah persyaratan 

lengkap. Petugas Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung akan memverifikasi 

berkas-berkasnya, kemudian akan didampingi untuk mendaftar 

langsung melalui Online Single Submission (OSS). Setelah 

mendaftarkan usahanya, pelaku usaha akan mendapatkan Tanda Daftar 

Usaha Pariwisata (TDUP). Namun banyak pelaku usaha yang belum 

mendaftarkan usahanya dikarenakan persyaratan administrasi yang 

memberatkan dan pelaku usaha mengkhawatirkan beban pajak pasca 

pendaftaran usaha.  

2. Pendaftaran usaha kafe di Kabupaten Tulungagung berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 6 Tahun 2012 di 

Kabupaten Tulungagung belum sesuai pelaksanaannya. 

Ketidaksesuaian ini dalam hal sebagai berikut: 
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a. Persyaratan Administrasi Dalam Pendaftaran Usaha Kafe 

Memberatkan Pelaku Usaha yaitu yang ditetapkan oleh Dinas 

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kabupaten Tulungagung  adalah akun email, fotokopi KTP, 

fotokopi NPWP, Fotokopi IMB, SPPL dari Dinas Lingkungan 

Hidup dan surat rekom dari Dinas Pariwisata. Namun pada 

kenyataannya pelaku usaha merasa persyaratan administrasi 

tersebut memberatkan, seperti SPPL dari Dinas Lingkungan Hidup 

dan surat rekom dari Dinas Pariwisata.  

b. Pelaku Usaha Mengkhawatirkan Beban Pajak Pasca Pendaftaran 

Usaha Kafe berdasarkan Perda setiap pelaku usaha yang bergerak 

di bidang pariwisata wajib memiliki Tanda Daftar Usaha 

Pariwisata (TDUP). Setelah itu pelaku usaha juga diwajibkan 

untuk mendaftarkan usahanya di Kantor Pelayanan Pajak untuk 

mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Namun pada 

kenyataannya pelaku usaha merasa takut untuk mendaftarkan 

usahanya, karena mererka belum siap usahanya akan dikenakan 

pajak.  

3. Pendaftaran usaha kafe di Kabupaten Tulungagung belum sesuai 

dengan konsep fiqh siyasah yaitu dalam hal taat kepada Allah dan 

Rasul-Nya dan ketaatan terhadap pemimpin. Dalam hal pendaftaran 

usaha kafe, pelaku usaha tidak mematuhi peraturan yang sudah 

ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pendaftaran 
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usaha kafe di Kabupaten Tulungagung belum memenuhi prinsip 

ketaatan kepada pemimpin.  

 

B. Saran  

1. Bagi Pelaku Usaha Kafe 

Hendaknya para pelaku usaha mau dan sesegera mungkin untuk 

mendaftarkan usahanya di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung. 

2. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung 

Hendaknya bagi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung untuk kedepannya lebih 

sering melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha untuk 

memberikan pengarahan pentingnya memiliki usaha yang legal.  

 


